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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana AKksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

tentang Percepatan
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Kualifikasi pelaksans\‘v\%’ﬁ;y
1. Memahami urusan kegia pengawasan

Memahami tupoksi organisasi
Memahami Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

L.
2.

SOP Evaluasi Risk Register
SOP Penandatanganan SK Bupati

12

10.
11,

Komputer

Printer

Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
dan Perangkat Daerah

Risk Register Perangkat Daerah

Peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda

Struktur organisasi tatalaksana masing-masing satuan kerja
Kebijakan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota terkait
Manajemen Risiko

Temuan hasil audit internal/eksternal, pengaduan masyarakat,
kasus hukum berita media masa, informasi lain yang berkaitan
dengan pencapaian tujuan pemda

Kertas Kerja Pemahaman Proses Bisnis di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nilai Kematangan MR, strategi dan bobot

Peta Auditan/Audit Universe

Draft PKPT
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